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       Skripsi ini berjudul ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembukaan 
Lahan dengan Cara membakar (Studi Putusan Nomor.114/Pid.B-LH/2018 
PN.Pbu)‛ yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis 
pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar dalam Putusan nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu? Serta 
bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak 
pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Putusan 
Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu? 
       Data penelitian ini diperoleh dari data dokumentasi. Data yang dikumpulkan 
adalah data dari putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor. 
114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.  
       Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, putusan Pengadilan 
Negeri Pangkalan Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu, Terdakwa Saridah bin 
Senin telah terbukti melanggar Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Sebagaimana pertimbangan hakim yang mengunakan unsur dari Pasal 108 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dijatuhkan putusan berupa hukuman 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menurut penulis, putusan tersebut tidak 
sesuai, karena, hakim menjatuhkan pidana penjara saja, seharusnya dikenakan 
pidana denda juga. Dari yang telah ditetapkan dalam Pasal 108 Undang-undang 
Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Kedua, dalam tinjuan Hukum Pidana Islam dikarenakan 
unsur-unsur dari tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar telah 
terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa ta’zi>r, karena 
tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditetapkan jenis 
hukumannya dalam Alquran dan al-Hadis. Sedangkan jenis ta’zi>r dalam 
bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam 
bentuk sanksi yang ringgan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman 
penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan 
bahkan hukuman mati. Sedangkan menurut fiqh al-bi>ah merupakan tindakan 
yang haram dilakukan karena merusak alam serta melanggar maqa>si{d al-shari>’ah. 
       Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para penegak hukum 
terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara 
alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar 
tercapainya keadilan hukum. Untuk masyarakat, hendaknya turut serta menjaga 
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A. Latar Belakang 
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan 
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
persekutuan  alam lingkungannya atau yang satu sama lainnya tidak dapat 
dipisahkan.
1
 Lahan merupakan suatu wilayah dipermukaan bumi, 
mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau 
bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut termasuk 
atmosfer, tanah, batuan induk, relief,  hidrologi, tumbuhan dan hewan, 
serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu 
dan sekarang, yang semuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan 
manusia pada saat sekarang dan masa yang akan datang.
2
 
Hutan dan lahan memiliki peranan penting bagi kehidupan 
manusia. Seluruhakebutuhanamanusia baik yang bersifat material maupun 
spiritual dapat diperolah dari lahan sesuai dengan pemanfaatan lahan 
tersebut. Manusiaasebagaiakomponenaaktifapengelola lingkungan dan 
dapat menentukan pola dan corak penggunaan lahan pada suatu wilayah. 
aLahan dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, 
yaitu sebagai tempat tinggal, tempat bercocok tanam, tempat 
membudidayakan ikan, dan sebagainya.  
                                                          
1
 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 158. 
 


































Dalam pengelolahan hutan dan lahan ini tentu memiliki 
kekurangan dan kelebihan. Dan salah satu kekurangan yang paling sering 
kita temui adalah tingginya tingkat kebakaran. Hal ini dapat disebabkan 
oleh dua faktor  yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak 
terkontrol. Kebakaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang 
menyebabkan adanya api atau asap pada suatu kawasan baik disengaja 
ataupun tidak disengaja. Kebakaran yang disengaja seperti, membakar 
hasil tebasan untuk pembukaan  lahan baru,  dan kebakaran yang tidak 
sengaja, seperti karena percikan api dari lahan yang bersebelahan, 
membuang puntung rokok sembarangan dan lupa mematikan api saat 
kegiatan perkemahan.  
Dalam kegiatan pembukaan lahan baru, banyak sekali masyarakat 
yang menggunakan api untuk persiapan lahan, hal itu dilakukan karena 
biaya murah, tidak memakan waktu yang lama dan hasil yang dicapai 
cukup memuaskan. Dan faktor lain yang mempengaruhi masyarakat 
melakukan metode ini adalah kekecewaan masyarakat terhadap 
pemerintah dalam hal  pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat 
ekonomi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih cara 
yang mudah dan  murah. Terbatasnya pendidikan dan minimnya 
pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat hutan juga menjadi 
faktor yang melatar  belakangi tindakan mereka  tanpa memikirkan 
dampak dan hukum  yang ada.  


































Kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran sudah biasa 
dilakukan oleh para petani ataupun perusahaan-perusahaan besar. 
Walaupun pembakaran lahan dilaksanakan secara terkendali, namun masih 
sering  terjadi kebakaran yang sangat besar diluar kemampuan mereka, hal 
ini bisa disebabkan dengan adanya percikan api dari lahan yang dibakar, 
kemudian diterbangkan oleh angin dan mendarat dilahan sekitarnya. Sebab 
terjadinya  kebakaran lebih sering terjadi karena faktor kelalaian atau 
kealpaan manusia dalam melakukan kewajibannya. 
3
 
Kebakaran hutan dan lahan ini sangat berdampak besar bagi 
kehidupan manusia, yaitu kerusakan pada aset pertanian dan perkebunan, 
dan tidak sedikit juga yang memakan korban jiwa. Selain berdampak pada 
manusia, kebakaran juga berdampak pada keanekaragaman hayati dan  
punahnya habitat bagi hewan liar yang hidup di hutan. Kebakaran yang 
disebabkan oleh pembukaan lahan baru hingga mengakibatkan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan. 
Perusakan lingkungan merupakan suatu hal yang tak asing lagi, 
yang mana tata cara kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya 
telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, (Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009) yaitu: 
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
                                                          
3
 GAPKI Indonesian Palm Oil Association,”Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Fenomena 
Kebakaran Hutan Dan Lahan”, dalam https://gapki.id/perkebunan-kelapa-sawit-dalam-
fenomenakebakaran-hutan-dan-lahan/, diakses pada 28 Desember 2018. 


































lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau 
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan 
penegakan hukum”. 
Tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif diatur dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu tindak 
pidana dalam undang-undang tesebut adalah pembukaan lahan dengan 
cara membakar. 
Menjaga kelestarian lingkungan hidup bukan hanya diatur dalam 
undang-undang Republik Indonesia, tetapi di dalam Islam juga mengatur 
tentang cara melindungi lingkungan. Islam bukan hanya mengatur 
hubungan antara manusia dengan tuhan, atau hubungan manusia dengan 
manusia saja, namaun islam juga mengatur hubungan dengan alam. Hal ini 
mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan 
mendorong untuk saling memberi manfaat agar terwujud lingkungan yang 





واًعَمَطَو اًفْىَخ ُيىُعْدٱَو اَهِحََٰهْصِإ َذْعَب ِضْسَأْنٱ ًِف ۟اوُذِسْفُت اَن  َهِّم ٌبيِشَق ًِ َّهنٱ َتَمْحَس َّنِإ
َهيِىِسْحُمْنٱ 
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 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahan (Bandung:CV Penerbit J-ART, 2004), 119. 


































“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 
 
Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah SWT melarang 
hambanya melakukan kerusakan di muka bumi. Tindakan pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan tindak pidana (jinayah) 
apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana. Sebagaimana 
dalam hukum Islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi apabila 
perbuatan perbuatan seseorang dapat dikategorikan tindak pidana.  
1. adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada 
ancaman hukuman bagi pelakunya. 
2. Yang kedua adanya perbuatan yang berbentuk ja>rimah, yang dalam 
hal ini adalah perbuatan pencemaran lingkungan dan perusakan 
lingkungan hidup. 
3.  Yang ketiga adanya pelaku tindak pidana tersebut, yakni orang yang 




Indonesia sebagai negara yang di dalamnya marak akan perbuatan 
eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestariannya 
dengan melakukan pembakaran lahan secara besar-besaran demi 
kepentingan  segelintir orang, masih banyak terdapat masyarakatnya yang 
belum mengetahui  bagaimana ancaman pidana bagi pelaku pembakaran 
                                                          
5
 Ahmad Faqih Syarafaddin, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan 
Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang  No.32 Tahun 2009” (Skripsi-
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 66. 


































lahan yang telah diatur. Masyarakat Indonesia belum sadar bahwa krisis 
multidimensi dan bencana  yang datang bertubi-tubi seperti tanah longsor, 
banjir, kekeringan, kebakaran  hutan, dan lainnya adalah karena ulah 
manusia sendiri. Meski pada realitanya  mayoritas warga Indonesia adalah 
beragama Islam. 
Salah satu kasus pembukaan lahan dengan cara membakar terjadi 
di Pangkalan Bun, yang sudah terdapat putusan pengadilanya, yaitu  
putusan pengadilan Pangkalan Bun Nomor: 114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU. 
Pelaku dalam putusan tersebut bernama Saridah bin Senin yang telah 
melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar. Pelaku 
di jatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.  
Di dalam kasus tersebut terdapat masalah bahwa hakim 
menentukan pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang. Undang-
undang bunyinya kumulatif, sedangkan hakim menjatuhkan dengan 
alternatif, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan ancaman pidana pasal 
yang digunakan.  
Dengan memperhatikan pemaparan di atas, maka penulis tertarik 
dengan judul Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 





B. Identifikasi dan Batasan Masalah  
                                                          
6
  Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor.114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU. 


































1. Identifikasi masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan 
yang akan diteliti yaitu: 
a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran 
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku 
tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar. 
c. Analisis pertimbangan hakim memutus sanksi tindak pidana 
pembakaran lahan dengan cara membakar terhadap putusan 
Nomor: 114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU. 
d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku 
pembukaan lahan dengan cara membakar terhadap putusan 
pengadilan Pangkalan Bun Nomor: 114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU. 
2. Batasan Masalah 
Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang telah di 
identifikasi dan dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas 
masalah secara jelas sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang 
dari sasaran pokok penelitian. Maka dari itu penulis memfokuskan 
masalah yaitu: 
a. Analisis pertimbangan  hakim terhadap tindak pidana melakukan 
pembukaan lahan dengan cara membakar dalam putusan nomor. 
114/Pid.B-LH/2018 PN.PBU. 


































b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak 
pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar 
dalam putusan nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.PBU. 
 
C. Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak 
pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam 
Putusan nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi 
pelaku tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara 
membakar dalam Putusan nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan 
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak 
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang 
telah ada.  
Dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa 
skripsi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Adapun 
skripsi tersebut adalah: 


































1) Penelitian dari Rachmad Rahardjo, dengan judul: Analisis Hukum Pidana 
Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan : Studi 
Putusan PN Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO.
7
 Fokus dari 
penelitian tersebut adalah: (1) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 
Meulaboh terhadap tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan 
Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO, dan (2) Analisis hukum pidana islam 
terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap 
tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 
131/Pid.B/2013/PN.MBO. 
2) Penelitian dari Septya Sri Rezeki, dengan judul:  Pertanggung jawaban 
Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus 
Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana 
Islam.
8
Fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) Pertanggung jawaban 
korporasi terhadap penerapan prinsip strict liability dalam kasus 
kerusakan lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009, dan (2) 
Tinjaun hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban korporasi 
terhadap penerapan prinsip strict liability dalam kasus kerusakan 
lingkungan hidup menurut UU No 32 Tahun 2009. 
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 Rachmad Rahardjo, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus 
Pembakaran Lahan : Studi Putusan PN Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO, (Skripsi UIN-
Surabaya, 2016). 
8
  Septya Sri Rezeki, Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability 
dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, (Skripsi IAIN-Surabaya,2013). 


































3) Penelitian dari Indra Januar Siregar, dengan judul: Dampak  Kebakaran 
Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota 
Pontianak. Fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) Pengertian hutan, 
polusi udara, sumber pencemaran udara, dampak yang ditimbulakan serta 
peraturan yang berkaitan dengan polusi udara akibat kebakaran hutan dan 
lahan, dan (2) Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat 
teradap kualitas udara Kota Pontianak.
9
 
Dari beberapa uraian penelitian di atas, di sini penulis ingin 
menunjukan bahwa  pembahasan dalam judul penelitian ini berbeda 
dengan pembahasan beberapa judul penelitian di atas. Bahwa fokus 
pembahasan penelitian ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum 
hakim dalam memutuskan sanksi pidana pembukaan lahan dengan cara 
membakar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Studi Putusan 
Nomor:114/Pid.B-LH/2018 PN PBU dan tinjauan hukum pidana Islam 
terhadap sanksi bagi  pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara 
membakar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Studi Putusan Nomor: 
114/Pid.B-LH/2018 PN.PBU. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis, maka penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut: 
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 Indra Januar Siregar, dengan judul: Dampak  Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat 
Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak. 


































1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam 
memutuskan sanksi pidana pembukaan lahan dengan cara membakar 
di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor Studi Putusan Nomor: 
114/Pid.B-LH/2018 PN.PBU. 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap 
sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara 
membakar di Pengadilan egeri Pangkalan Bun Studi Putusan nomor: 
114/Pid.B-LH/2018 PN.PBU. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 
1. Secara Teoritis  
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 
penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazana 
ilmu hukum. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah untuk 
memperluas cakupan tindak pidana (jarimah) dalam hukum 
Pidana Islam. 
2. Penelitian Secara Praktis 
Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat 
terutama dalam rangka masukan dan pertimbangan bagi 
masyarakat apabila melakukan suatu tindak pidana maka harus 
berani menerima resikonya, juga sebagai pertimbangan bagi 
hakim agar lebih teliti lagi dalam memutus perkara dan juga 


































sebagai penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, 
edukatif, dan inofatif. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman 
terhadap skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul 
skripsi ini, yaitu: 
1. Pembukaan lahan dengan cara membakar adalah kegiatan yang 
menyebabkan adanya api atau asap pada suatu kawasan baik disengaja 
ataupun tidak disengaja untuk pembukaan  lahan baru. 
2. Hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang mengatur 
perbuatan yang dapat menimbulkan hukuman ta’zir bagi orang 
mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari 
pemahaman atas dalil–dalil hukum yang terperinci dari al-Qur’an dan 
hadis. 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif 
dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa 
data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat 
ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab 
beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka 
menggunakan metode : 


































1. Data yang dikumpulkan 
Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan 
dalam penelitian ini meliputi: 
a. Pandangan hakim terhadap tindak pidana pembukaan lahan 
dengan cara membakar di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 
Studi Putusan Nomor: 114/Pid.B-LH/2018 PN.PBU. 
b. Pandangan tinjaun hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 
114/Pid.B-LH/2018 PN.PBU. 
2. Sumber Data 
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 
a. Sumber Primer 
Sumber primer dalam penelitian ini yaitu:(1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, dan (2) Putusan Pengadilan Pangkalan Bun 
Bandung Nomor: 114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU yang diperoleh 
langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. 
b. Sumber Sekunder  
Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui bahan 
pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.  
Sumber data ini bersifat tidak langsung yang bersifat sebagai 
pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud 
antara lain : 


































1) Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia Edisi kedua, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2012),  
2) Takdir Rachmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi 
Pertama, Cetakan Keempat, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 
3) Rachmad Rahardjo bertemakan Analisis Hukum Pidana 
Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran 
Lahan : Studi Putusan PN Meulaboh No. 
131/Pid.B/2013/PN.MBO. 
4) Septya Sri Rezeki Bertemakan Pertanggungjawaban 
Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability 
dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. 
5) Departemen Agama RI, Al-qur’an dan terjemahan. 
6) Ahmad Faqih Syarafaddin, “Sanksi Pidana Terhadap 
Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 
Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang  No.32 Tahun 
2009” (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011). 
7) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 
Nomor.114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU. 
3. Teknik Pengumpulan Data 


































Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni penelitian 
pustaka, penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dan 
dokumentasi. Maka dari itu teknik yang digunakan adalah 
dengan pengumpulan data literatur, yaitu Putusan dari 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan penggalian bahan-bahan 
pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana 
pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahan-bahan 
pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis 
oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana 
Islam, kemudian memilih secara mendalam sumber data yang 
relevan dengan masalah yang dibahas. Jadi, teknik 
pengumpulan data dalam skripsi ini adalah Dokumentasi yaitu 
teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada 
subjek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang 
ada.  
4. Teknik pengolahan data 
Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara 
sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap 
data-data yang diperoleh secara cermat dan baik dari 
sumber primer maupun sekunder. 


































b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematikan data 
yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah 
direncanakan. 
c. Analizing, yaitu memberikan analisa tinjauan hukum pidana 
Islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan 
sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara 
membakar dalam Putusan Nomor: 114/Pid.B-
LH/2018/PN.PBU. 
5. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang 
menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini 
data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 114/Pid.B-
LH/2018 PN.PBU kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan 
teori hukum pidana Islam. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Dalam menyusun penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Pidana Islam terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara 
membakar (Studi Putusan Nomor. 114/Pid.B-LH/2018 PN.PBU)” 
diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga bertujuan agar 
penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk 


































mempermudah pembahasan. Adapun sistematika pembahasansebagai 
berikut: 
Bab I, memaparkan pendahuluan, yaitu merupakan gambaran 
umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: (1) latar belakang, 
(2) identifikasi dan batasan masalah, (3) rumusan masalah, (4) kajian 
pustaka, (5) tujuan penelitian, (6) kegunaan hasil penelitian, (7) definisi 
operasional, (8) metode penelitian, dan (9) sistematika pembahasan. 
Bab II, memaparkan teori yang menguraikan tentang: (1) tindak 
pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam hukum Islam, dan 
(2) tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam hukum 
positif. Meliputi: (1) pengertian, (2) dasar hukum, dan (3) saknsi. 
Bab III, Pembahasan berisi tentang penyajian data, yaitu 
memaparkan data dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 
Nomor.114/Pid.B-LH/2018/PN.PBU. Bab ini memaparkan: (1) deskripsi 
kasus, (2) dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), (3) tuntutan jaksa 
penuntut umum (JPU), (4) putusan hakim, dan (5) pertimbangan hakim. 
Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis penelitian yang 
meliputi: (1) analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi bagi 
pelaku tindak pidana pembukaan ahan dengan cara membakar, dan (2) 
tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana 
pembukaan lahan dengan cara membakar. 
Bab V, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup, 
dengan berisikan kesimpulan dan saran.  

































TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR 
DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
A. Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam 
Hukum Islam 
a. Pengertian 
Kata pembukaan lahan sebagaimana diartikan Ihya>’ yang artinya 
menjadikan sesuatu menjadi hidup, dan al-mawa>t ialah  sesuatu  yang  
tidak  bernyawa,  dalam  konteks  ini  ialah tanah yang tidak dimiliki 
seseorang dan belum digarap. Pembahasan tentang Ihya>ul mawa>t 




Kalimat atau kata Ihya>ul mawa>t terdiri dari dua kata yakni Ihya>’ 
yang berarti menghidupkan dan al-mawa>t yang berarti sesuatu yang 
mati.
2
 Yang di maksudkan dengan kata al-mawat itu adalah bumi atau 
tanah yang tidak ada pemiliknya  dan  tidak  ada  memanfaatkannya. 
Sebagaimana dari kata ihya>’ al-mawa>t yaitu membuka lahan tanah 
mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat 
memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan 
sebagainya. Islam menyukai manusia berkembang dengan membangun 
                                                          
1
 Ifroh Fitria, Konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta 
relevansinnya dengan Undang-undang pokok agraria (UU no.5 Tahun 1960), (Skripsi UIN-
Sumatra Utara,2017), 12. 
2
 Ibid. 


































berbagai perumahan dan menyebar di berbagai pelosok dunia, 
menghidupkan (membuka) lahan-lahan tandus. Hal itu dapat 
menambah kekayaan dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga 
tercapailah kemakmuran dan kekuatan mereka.
3
 
Bertolak dari hal tersebut, Islam menganjurkan pada penganutnya 
untuk menggarap tanah yang gersang agar menjadi subur, sehingga 
menghasilkan kebaikan dan keberkahan dengan mengelola tanah 
tersebut.  
b. Dasar Hukum 
Dalam Al-Qur’an tidak memberikan penjelasan tentang ihya>’ al-
mawa>t secara jelas dan rinci. Al-Qur’an hanya mengungkapkan secara 




 ًَ َّهنا اوُشُكْراَو ًِ َّهنا ِمْضَف ْهِم اىُغَتْباَو ِضْسَأْنا يِف اوُشِشَتْواَف ُةاَهَّصنا ِتَيِضُق اَرِإَف
ِهْفُت ْمُكَّهَعَن اًشيِثَكَنىُح  
Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung. 
 
Ayat ini menganjurkan setiap muslim untuk bertebaran di atas 
bumi Allah mencari nafkah setelah mereka menunaikan shalat. 
Ungkapan bertebaran di atas bumi adalah berusaha sesuai dengan 
keahlian dan profesi masing-masing. Untuk pertanian maka petani 
                                                          
3
 Rani Silvia Pebrina, https://www.academia.edu/37163976/Ihya_Al_Mawat_Lahan_Yang _Mati. 
Diakses 19 Juni 2019. 
4
 Sayhla Zakiyyatunnisa, Ihya’al-Mawat, https://syahla-share.blogspot.com/2013/06/ihya-al-
mawat.html. Diakses 19 Juni 2019. 


































maka  bercocok tanam di lahannya. Dalam hal ini menghidupkan lahan 
yang kosong sangat dianjurkan dalam Islam karena menghidupkan 
lahan-lahan tidur akan berdampak produktifitas masyarakat semakin 
meningkat. Secara isyarah al-nas, ayat ini menganjurkan untuk 
menghidupkan lahan kosong. 
Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau ihya’ 
al-mawat yaitu mustahab, yang didasarkan pada hadis Nabi SAW. 
yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan 
pahala dari Allah SWT. Dalam kitab Kifa>yah al-akhya>r hukum 
menghidupkan lahan kosong adalah ja>iz (boleh) dengan syarat orang 
yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang 
dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain.
5
 
Hadits yang berkenaan dengan ihya’ al-mawat adalah:6 
ْهَع ُتَشِئاَع َيِضَس ُللها اَهْىَع ,َنَا َيِبَّىنا َّ هَص ُللها ًِ ْيَهَع مَّهَسَو َلَاق  :ْهَم َشَمْعَأ اًضْسَأ 
ْتَسْيَن ذْحِأَن ََىُهَف ٌّقَحَا .َلاَق ٌةَوْشُع  :ًَضَق ًِ ِب ٌشَمُع َيِضَس ُللها ًُ ْىَع ًْ ِف َلاِخ ًِ ِتَف 
(ياوس يساخبنا)  
Artinya :  Dari Aisyah r.a : Nabi SAW. pernah bersabda, ‚ orang yang 
mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk 
memilikinya. ‚Urwah berkata‛, Umar r.a memberi keputusan demikian 
pada masa kekhalifahannya (H.R Bukhari). 
 
ْهَع ِشِباَج ًَ ِضَس ْللها ,َنَا َيِبَّىنا َّ هَص ُللها ًِ ْيَهَع ْمَّهَسَو ,َلَاق ْهَم اَيْحَأ اَضْسَأ تَتْيَم  ًَيِهَف 
ًُ َن (ياوس ذمحأ يزمشتناو)  
 
Artinya:   Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi SAW. bersabda : Barang 
siapa yang mengolah lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih 
menjadi miliknya (H.R. Ahmad dan At-Turmudzy).
7
 




 Al-Hafizh Ibn Hajar al-asqalani, Bulughul Maram Min adilatil Ahkam, (Indonesia: Al-Hidman, 
733-852 H.), 195. 



































Wahbah menjelaskan bahwa hadits di atas menunjukkan 
kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan 
tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian siapapun 
boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan 
menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat 
pagar di sekitar tanah tersebut. Hadits ini juga menjelaskan bahwa 
syara>’ mendorong untuk menghidupkan lahan tidur karena manusia 
sangat membutuhkannya. Hal tersebut untuk pertanian, perindustrian, 
dan lapangan perekonomian lainnya.
8
 
Dalam hadits tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki 
orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan 
tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis 
itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong 
menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah 
SWT. dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk kepentingan 
dan kemaslahatan umat manusia.
9
 
Dalam hal ini tidak ada bedanya seorang Muslim dengan kafir 
dzimmi (kafir yang tunduk kepada pemerintahan Islam) karena hadits-
hadits tersebut bersifat mutlak. Lagi pula, harta yang telah diambil 
oleh kafir dzimmi menjadi miliknya dan tidak bisa dicabut darinya. 
                                                                                                                                                               
7
 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-hadis Hukum, (Semarang: PT Pustaka Rizki 
Putra, 2001), 227. 
8
 Kaharisiz, Ekonomi Islam (ihya al-mawat), http://kaharazisp.blogspot.com/2013/06/ihya-al-
mawat-a.html. Diakses 20 Juni 2019. 
9
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), 47. 


































Ketentuan ini berlaku umum. Hanya saja, kepemilikan atas tanah 
tersebut memiliki syarat, yakni harus dikelola selama tiga tahun sejak 
tanah tersebut dibuka dan terus-menerus dihidupkan dengan cara 
digarap/dimanfaatkan. Abu Yusuf dalam al-Kharaj menuturkan riwayat 




  ‚ َو َسْيَن َشَجَتْحَمَن قَح ذِعَب ُثَلاَث َهْيِىِس ” 
 
‚Orang yang memagari tanah (lalu membiarkan begitu saja 
tanahnya) tidak memiliki hak atas tanah itu setelah tiga tahun.‛ 
 
c. Sanksi 
       Hukum pidana islam, adalah suatu perbuatan dianggap sebagai 
jari>mah karena perbuatan tersebut merugikan tata aturan masyarkat, 
kepercayaan dan agamanya, harta benda, dan nama baiknya, serta 
umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman dalam masyarakat. 
Pengertian jari>mah  menurut Imam Al Mawardi adalah perbuatan-
perbuatan yang dilarang oleh syara`, yang diancam dengan hukuman 
h{add atau ta`zi>r . 11 
Perbuatan dapat dianggap dalam tindak pidana (jari>mah) apabila 
sudah memenuhi unsur-unsurnya, yaitu unsur umum dan unsur khusus. 
Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur 




 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinyah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2004), 9. 


































khusus hanya berlaku untuk masing masing tindak pidana. Unsur 
umum terbagi menjadi tiga, yaitu: 
12
 
a. Unsur formal, yaitu adanya undang-undang atau nas yang melarang 
perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Setiap perbuatan 
sebagai melawan hukum dan pelakunya dapat dipidana apabila ada 
nas atau undang-undang yang telah mengaturnya. Dalam hukum 
positif unsur ini sama asas legalitas. 
b. Unsur material, yaitu sifat melawan hukum yang berupa tindakan 
nyata atau tidak melakukan. Maksudnya, adanya perbuatan atau 
tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik 
dengan tindakan maupun tidak melakukan. Dalam hukum positif 
disebut unsur obyektif. 
c. Unsur moral, yakni pelakunya seoang mukallaf yang artinya orang 
yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang 
dilakukanya. Mukallaf disini adalah orang yang sudah ‘a>qil dan 
ba>ligh. Jadi, orang gila atau yang masih dibawah umur ia tidak 
dikenai hukuman karena orang tersebut tidak bisa dibebani 
pertanggung jawaban. 
Unsur-unsur umum diatas adalah dapat adalah unsur-unsur yang 
sama dan berlaku dalam setiap tindak pidana. Unsur khusus adalah 
                                                          
12
 Ibid. 


































yang lebih spesifikasi dalam setiap tindak pidana dan tidak dapat 
ditemukan pada tindak pidan lainnya. 
13
 
Dalam hukum pidana Islam, pembukaan lahan dengan cara 
membakar masuk dalam jari>mah ta`zi>r. Ta`zi>r yaitu suatu hukuman 
yang belum dapat ditentukan oleh syara` dan untuk penetapan dan 
pelaksanan hukuman diserahakan kepada uli> al-amr (penguasa) yang 
sesuai dengan bidangnya. Misalnya dalam menetapkan hukuman 
maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), 
14
Sedangkan 
yang berwenang melaksankan (mengadili) yaitu pengadilan.  Bentuk 
lain dari jari>mah ta`zi>r yaitu kejahatan-kejahatan yang bertentangan 
dalam nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, misalnya seperti 
peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup dan lain-lain.
15
 
Jari>mah ta`zi>r dibagi menjadi dua bagian yaitu:  
1. Jari>mah ta`zi>r yang sama dengan hak Allah, yang dimaksud 
kejahatan yang berkaitan dengan Allah yaitu segala sesuatu yang 
berhubungan dengan kemaslahatan umum. Jari>mah ta`zi>r yang 
sama dengan hak Allah tidak harus ada dan ada kemungkinan uli> 
al-amr untuk memberi pemaafan bila suatu perkara itu membawa 
kemaslahatan. Ketika Jari>mah ta`zi>r berkaitan dengan hak Allah 
sudah tejadi, semua orang wajib mencegahnya yang kemudian uli> 
                                                          
13
 Sahid, Epistemologi Hukum Pidan Isalam Dasar-dasar Fiqh Jinayah, (Surabaya: Pustaka Idea, 
2014), 12. 
14
   Ahamad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas ......... 10. 
15
 A.Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2000), 163. 


































al-amr yang mempunyai wewenang hak untuk menghukum. 
Jari>mah ta`zi>r  ini tidak dapat diwariskan hukumannya. 
2. Jari>mah ta`zi>r yang sama dengan  hak perorangan, yaitu segala 
sesustu yang mengancam kemaslahatan manusia. Ta`zi>r yang 
berkaitan dengan hak perorangan harus ada gugatan dan uli> al-
amr  tidak memaafkannya.  16 
Menurut Imam Al Mawardi, ta`zi>r  yaitu hukuman pendidik atas 
suatu dosa (tindak pidana) yang tidak ditentukan hukumannya oleh 
syara`. Dalam menentukan hukuaman uli> al-amr  hanya menggunakan 
hukuman secara global saja. Jadi, pembuatan undang-undang tidak 
menetapkan hukuman untuk masing-masing jari>mah ta`zi>r saja, 
melaikan hanya bebeapa hukuman, dari yang paling ringan sampai 
yang paling berat. 
17
 
Tujuan diberikannya hak penentuan jari>mah-jari>mah ta`zi>r dan 
sanksinya kepada uli> al-amr yaitu agar dapat mengatur masyarakat 
dan menjaga kepentingan-kepentingannya, dan dapat mengatasi 
kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak dengan baik. 
18
 
Ketika ta`zi>r sama dengan hak perorangan terjadi setiap orrang 
dapat mencegahnya. Ta`zi>r ini dapat diwariskan kepada ahli waris 
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korban bila tidak sempat mengajukan guguatan sedangakan ia telah 
terniat untuk mengajukan. 
19
 
Ciri-ciri jari>mah ta`zi>r adalah sebagai berikut:  20 
1. Tidak diperlukan atas asas legalitas secara khusus. Artinya 
jari>mah ta`zi>r tidak menggunakan ketentuan khusus, karena tidak 
ada nash hukumannya, samar, atau diperdebatkan 
2. Bentuk perbuatannya juga merugikan orang lain. 
3. Ketentuan hukumannya dapat wewenang dari penguasa. 
4. Jenis hukumannya juga bervariasi. 
Hukuman ta`zi>r boleh dan harus diberlakukan sesuai dengan 
tuntutan kemaslahatan, dalam hal ini terkait dengan sebuah kaidah: 
ُشْيِزْعَّتنَا ُسْوُذَي َعَم ِتَحَهْصَمنْا  
“Ta`zi>r  itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan‛. 
 
Bentuk lain dalam jari>mah ta`zi>r yaitu kejahatan-kejahatan 
bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syaria>h, 
misalnya seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup 
dan lain-lain   
Penjatuhanya dalam sanksi ta`zi>r yang bertujuan sebagai preventip 
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1. Fungsi preventif, sanksi ta`zi>r harus diberikan dapat berdampak 
positif bagi orang lain. Jadi, sanksi yang dijatuhkan dapat 
menjadi pembeljaran bagi semua orang sehingga orang lain tidak 
menggunakan perbuatan yang sama. 
2. Fungsi represif, sanksi ta`zi>r juga memberikan dampak positif 
bagi yang terhukum, sehingga tidak mengulangi lagi perbutannya 
yang dapat menyebabkan dirinya dihukum ta`zi>r lagi. Karena itu 
sanksi ta`zi>r dalam funginya sebagai usaha preventif dan represif 
harus sama dengan keperluan dan prinsip keadilan. 
3. Fungsi edukatif, bahwa sanksi ta`zi>r harus mampu menumbuhakn 
hasrat terhukum yaitu mengubah pola hidupnya sehingga dapat 
menjahui perbuatan maksiat bukan karna takut dihukum 




Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap 
jari<mah ta’zi<r, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari 
yang paling ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan 
untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi 
ta’zi<r  tidak mempunyai batas tertentu.23 
Ta’zi<r berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. 
Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki 
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maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun 
muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau 
menganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik 
berbuat dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi 
ta’zi<r agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan ada beberapa Ulama 
berbeda pendapat mengenai hukum sanksi ta’zi<r. Berikut ini adalah 
penjelasannya: 
1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, ta’zi<r hukumnya 
wajib sebagaimana h}udu<d karena merupakan teguran yang 
diisyaratkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala 
negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. 
2. Menurut madzhab Syafi’i, ta’zi<r hukumnya tidak wajib. Seorang 
kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika 
hukum itu tidak menyangkut hak adami. 
3. Menurut madzhab Hanafiyah, ta’zi<r hukumnya wajib apabila 
berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari 
hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh 
yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah, 
keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada 
kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan 
itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka 
boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan 
dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, 


































‚Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum 
ta’zi<r berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi 
wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak 
ada maslahat bagi pelaku kejahatan‛. 24 
 
B. Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam 
Hukum Positif 
1. Pengertian Pembukaan Lahan  
Pembukaan lahan (land clearing) merupakan kegiatan pembersihan 
lahan dari segala macam bentuk tanaman atau akar - akar pertanaman 
yang mengganggu tanaman yang di usahakan untuk mengidentifikasi 
lahan yang akan dibuka dan pemamfaatannya.
25
 Tahapan pekerjaan 
untuk pembukaan lahan pada areal semak belukar antara lain, 
membabatdan mengibas semak belukar, mengumpulkan semak 
belukar yang telah di babat, semak belukar yang telah kering, 
melakukan penggemburan tanah. Sesuai dengan tahapan pembukaan 
lahan di atas, bertujuan untuk memudahkan kita dalam pembukaan 
lahan. 
Hutan dan lahan merupakan sumberdaya alam yang bila dikelola 
dengan baik dan benar akan sangat bermanfaat bagi pembangunan 
nasional khususnya pelestarian lingkungan. Namun demikian 
pengelolaan hutan dan lahan sering diabaikan yang mengakibatkan 
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terjadinya bencana dan gangguan seperti kebakaran hutan, banjir dan 




Beberapa manfaat pembukaan lahan tanpa pembakaran adalah: 1) 
tidak menimbulkan polusi asap; 2) menurunkan emisi gas rumah kaca 
(terutama CO2) yang berdampak negatif pada perubahan iklim yang 
berpengaruh pada stabilitas ekosistem, aktifitas transportasi, 
komunikasi dan kesehatan manusia; 
27
3) memperbaiki bahan organik 
tanah, kadar air dan kesuburan tanah terutama di areal yang sudah 
pernah ditanami sehingga menurunkan kebutuhan pupuk organik; 4) 
dalam jangka panjang pembukaan lahan tanpa pembakaran akan 
menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi; 5) untuk 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan yang akan 
berdampak langsung kepada produksi tanaman, akibatnya hasil panen 
akan mengalami penurunan; dan 6) untuk pemulihan kualitas 
lingkungan yang berbasis pembangunan berkelanjutan. 
Sedangkan manusia sengaja melakukan pembakaran hutan yang 
merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki 
dampak negatif yang cukup dahsyat. Dampak kebakaran hutan di 
antaranya menimbulkan asap yang mengganggu aktifitas  kehidupan 
manusia, antara lain mewabahnya penyakit infeksi saluran pernafasan 
akut pada masyarakat, dan menganggu sistem transportasi yang 
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berdampak sampai ke negara tetangga. Dampak yang paling besar 
adalah musnahnya plasma nutfah yang berakibat pada kerusakan 
ekosistem lingkungan, serta mengakibatkan menurunnya kualitas dan 
kuantitas hutan yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak 
kerugian atau dalam arti lain kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, 
atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam 




Pembakaran merupakan tindakan sengaja membakar sesuatu 
dengan maksud tertentu. Sementara kebakaran adalah terbakarnya 
sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. 
Kebakaran dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan 
karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Sumber 
api alami ialah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan 
gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara 
ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan 
panas dan percikan api.   
Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang 
penjalarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta 
mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian di mana api 
melalap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang 
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menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran 
lahan terjadi di kawasan non hutan.   
Penyebab pembakaran hutan dapat terjadi dari beberapa faktor, 
misalnya karena adanya kelalaian dari manusia, kedatangan musim 
kemarau, ataupun karena ada bahan bakar.  Penyebab kebakaran hutan 
berbagai faktor-faktor menjelaskan bahwa peristiwa alam seperti petir. 
Petir yang menyambar daun-daun kering atau batang kayu kering 
dapat menyebabkan kebakaran. Daun-daun atau batang kering 
disekelilingnya mengakibatkan api semakin cepat menjalar. Peristiwa 
alam karena angin yang besar seingga menimbulkan gesekan-gesakan 
daun-daun yang kering akan mengakibatkan percikan api. 
29
Percikan 
api akan mengakibatkan kebakaran hutan. Pada waktu musim 
kemarau, angin cenderung lebih besar sehingga hutan-hutan di 
Indonesia sering mengalami kebakaran.  
Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia seperti 
kecerobohan. Kecerobohan manusia seperti membuat api unggun 
kemudian lupa untuk mematikan bara api akan menimbukan 
kebakaran hutan.    
 
2. Dasar Hukum 
Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Lingkungan Hidup, dirumuskan bahwa yang dimaksud setiap 
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orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum. Artinya apabila terdapat perusahaan yang melakukan 
pelanggaran terhadap undang undang ini dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana.   
Dengan demikian berarti terdapat keinginan dari pembuat undang-
undang untuk menerapkan asas strict liability secara umum dalam 
hukum pidana Indonesia baik untuk menjatuhkan pidana kepada 
manusia maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana.  
a) Pasal 69 ayat (1) huruf h :  30 
- melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;   
 
“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan 
cara membakar” 
b) Pasal 108 :  
“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah)”.  
c) Pasal 69 :  
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 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
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1) Setiap orang dilarang:  
a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup; 
b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan 
perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;  
c) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup 
Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia;  
e) membuang limbah ke media lingkungan hidup;  
f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;  
g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan 
hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau izin lingkungan;   
h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;   
i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun amdal;  dan/atau  memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, 
atau memberikan keterangan yang tidak benar.  


































2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di 
daerah masing masing. 
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah 
melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare 
per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan 






Tanggung jawab pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah 
proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan 
pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan itu 
dapat berupa kesengajaan (opzet) amaupun kealpaan (culpa). 
Perbuatan pidana dapat dikreteriakan melalui hukum pidana yang 
bersifat formal, yang disebut dengan delik formal. Selain itu, 
perbuatan pidana dapat juga dibedakan dengan kriteria bahwa 
harus ada suatu akibat (result) dari suatu perbuatan yang 
dilakukana (action), yangabisa disebutadengan hubungan kausal 








 Siahaan, hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), 357. 


































Sanksi pidana dalam pasal 108 Undang-undang Nomor 32 
tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan pembakaran lahan 
sebagaimana dimaksud  dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana 
dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah). 
 
C. Teori Penjatuhan Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum 
Positif 
1. Hukum Pidana Islam 
Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut ‘uqubah, 
yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang 
melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya 
untuk kemaslahatan manusia. 
33
 
Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari’at Islam merupakan 
realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai 
pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan 
pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si 
korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu 
penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya 
melanggar aturan.  Pemidanaan dengan hukumantertentu 
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Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, 
menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan 
wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-
tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tugas yang 
seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan 
adalah sebagai berikut : 
- Pemidanaan yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk 
melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi.  
Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pemidanaan itu untuk 
mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk 
meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar 
ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam) mengartikan pemidanaan 
sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan 
pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah 
dijatuhkannya pemidanaan, juga dengan adanya pengetahuan atas 
diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi 
pemidanaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana 
oleh pelaku. 
- Batasan pemidanaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan 
masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut 
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pemidanaan diperberat, maka pemidanaan diperberat. Demikian 
pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut 
pemidanaan diperingan, maka pemidanaan diperingan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diperbolehkan melebihi 
atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum. 
- Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak 
pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya 
dicegah dari masyarakat, pemidanaan yang harus dijatuhkan 
adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku 




- Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan 
memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pemidanaan yang 
harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan 
hanya menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang 
lainnya. 
- Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas 
dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua 
pemidanaan dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, 
perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan 
perbedaan tindak pidana. Pemidanaan disyariatkan sebagai kasih 
sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hambaNya.        
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Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya 




1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang 
dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan 
mendidik bagi pelakunya. 
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan 
kemaslahatan masyarakat. 
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai 
kemaslahatan pribadi dan masyarakat. 
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap 
pelaku tindak pidana.  
Dalam masalah tindak pidana (criminal act), terdapat dua hal yang 
tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak 
akan pernah terputus, yaitu tindak pidana dan pemidanaan. Suatu 
bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong 
seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, 
untuk itulah diperlukan sanksi berupa pemidanaan bagi siapa saja 
yang melanggarnya.   
Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) 
dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:
37
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1) Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan 
pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam: 
a.  Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara 
definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang 
telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan 
ini disebut sebagai jarimah hudud. 
b. Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai 
pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan 
dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qishash diganti 
dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan. 
c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai 
pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. 
Misalnya bagi pelaku qazaf (menuduh berzina) 
diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak 
persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi 
pelaku pembunuhan. 
d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan 
melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana 
pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena 
keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana 
pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana 
pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan 
                                                                                                                                                               
37
 Ibid. 


































adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana 
pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.  
2) Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan 
perkara. Dalam hal ini ada dua macam :
38
 
a. Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang 
ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak 
ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 
kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku 
penuduh zina. 
b. Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih. 
3) Teori Gabungan Jari>mah , yaitu:39 
Dalam hukum pidan aislam, para fuqaha>’ membatasi pada dua 
teori, yaitu :  
a. Teori saling memasuki atau melengkapi, (al-tada>khul). Dalam 
teoriaini, pelaku jarimah dikenakan satu hukuman, meskipun 
melakukan tindak pidana ganda,karena perbuatan satu dengan 
yang lainnya dianggap saling melengkapi atauasaling memasuki. 
Teori ini didasarkan pada dua pertimbangan: 
40
 
1) Bila pelaku jari>mah hanya melakukan tindakan kejahatan 
sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukuman-
nya dapat dijatuhkan satu macam yang tujuannya adalah 




 Sahid, Epistemologi Hukum Pidan Isalam Dasar-dasar Fiqh Jinayah.......... 96. 
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edukasi (pendidikan) dan preventif (pencegahan). Jika satu 
hukuman dianggap cukup, maka hukuman berulang tidak 
dibutuhkan. Jikaaia belumasadar dan mengulangi 
perbuatan jahat, ia dapatadikenai hukuman lagi. 
2) Bila jari>mah yang dilakukan oleh seseorang berulang-ulang 
dan terdiri atas macam-macam jari>mah, maka pelaku dapat 
dijatuhi satu hukuman, dengan syarat penjatuhan hukuman 
itumelindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan 
tujuan yang sama. Misalnya, orang yang berjudi kemudian 
minumakhamr. 
b. Teori penyerapan (al-jabb). Dalam teori ini penjatuhan hukuman 
dimaksudkan untuk menghilangkan yang lain karena telah diserap 
oleh hukuman yang lebih berat. Misalnya, hukuman mati yang 
dijatuhkan karna menyerap hukum yang lain. 
Fuqaha berpendapat tentang teori al-jabb. Ma>lik, Abu> Hani>fah, 
dan Ahmad bin Hanbal sepakat menggunakan teori ini, sedangkan al-
Sha>fi’i> tidak sepakat. Fuqaha> yang sepakat berbeda pendapat tentang 
wilayah pemberlakuan tentang cakupan jenis jari>mah. Menurut 
Mali>k, jika hukuman had berkumpul pada hukuman mati, hukuman 
hadd tersebut gugur, karena hukuman matiatelah menyerapnya 
kecuali hukuman qadhaf. Menurut Ahmad bin Hanbal, jika terjadi 
dua jari>mah hudu>d yang salah satunya diancam dengan hukuman 
mati, hanya hukuman mati yang diberlakukan, sedangkan hukuman 


































lainnya menjadi gugur. Jika hukuman hudu>d yang menjadi hak Allah 
berkumpul dengan hukuman uang merupakan hak manusia, yang 
salah satunya diancam dengan hukuman mati, maka hak manusia 
harus dilaksanakan terlebih dahulu, sedangkan hukuman hadd yang 
lain diserap oleh hukuman mati. 
41
 
Menurut al-Sha>fi’i>, semua hukuman harus dilaksanakan selama 
hukuman tersebut tidak saling memasuki, yaitu dengan mendahulukan 
hukuman yang merupakan hak manusia dan bukan hukuman mati, 
kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman 





D. Hukum Positif 
Istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana, hukuman, 
pemidanaan, penjatuhan hukuman. Menurut Sudato pengertian pidana 
adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut 
Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik, dengan tujuan suatu nestapa 
yang sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.
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 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakata: Sina Gafika, 2015), 186. 


































Di Indonesia, hukum pidana positif belum merumuskan tujuan 
pemidanaan. Tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tatanan yang 
bersifatateoritis. Konsep KUHPamenetapkan tujuan pemidanaan pada 
pasal 54, yaitu: 
1. Pemidanaan bertujuan untuk: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi mengayomi masyarakat. 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam 
masyarakat dan, 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan 
merendahkan martabat manusia. 
Dalam pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-
undang dilihat dari stelsel pemidanaanya dibagi menjadi tiga yaitu: 
a. Stelsel Alternatif 
Ciri Undang-undang yang stelsel pemidanaan yang 
alternatif  yaitu norma dalam Undang-undang ditandai dengan kata 
“atau”. Misalnya ada norma dalam Undang-undang yang berbunyi 


































“diancam dengan pidana penjara atau pidana denda”.44 Model 
penjatuhan pidana alternatif ini memberikan kesempatan bagi 
hakim untuk memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal 
yang bersangkutan. Walaupun sanksi dapat dipilih, hakim dalam 
menentukan pasalnya harus mempertimbangkan: 
1) Selalu berorientrasi pada tujuan pemidanaan 
2) Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang 




b. Stelsel Kumulatif 
Stelsel kumulatif ini ditandai dengan cirri khas adanya kata 
“dan”. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan 
pidana dua-duanya (penjara dan denda). 
c. Stelsel Alternatif Kumulatif 
Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, berdasarkan 
stelsel alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri “dan/atau”. 
Suatu Undang-undang yang menganut stelsel ini, memberikan 
kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif 
(memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan). 
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DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN 
BUN NOMOR: 114/PID.B-LH/2018/PN.Pbu 
A. Sejarah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 
Kabupaten Kotawaringin Barat awalnya merupakan wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Sampit. Kemudian berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.B.1/11/5 tanggal 3 Juni 1965, 
terbentuklah Pengadilan Negeri di Kabupaten Kotawaringin Barat 
sehingga terpisah dari Pengadilan Negeri Sampit dan mulai tahun 1965 




Berdasarkan Undang-undang nomor : 8 tahun 1980, terbentuklah 
Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan wilayah hukum meliputi 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berubah menjadi di bawah Pengadilan 
Tinggi Palangka Raya, yang sebelumnya berada di bawah Pengadilan 
Tinggi Banjarmasin yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan dan 
Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2017, Pengadilan 
Negeri Pangkalan Bun berubah dari Kelas II menjadi Kelas IB. Gedung 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diresmikan pada hari Sabtu tanggal 6 
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Oktober 1977 oleh Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan 
Umum Departemen Kehakiman, Bapak Soeroto, SH. 
 
 
B. Deskripsi Kasus 
Kasus tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di 
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan terdakwa atas nama Saridah bin 
Senin usia 48 Tahun bertempat tinggal di Desa Sagu Sukamulya RT.01 




Awal mula terdakwa melakukan pembakaran lahan dimulai pada 
hari Selasa tanggal 25 April 2017 sampai dengan hari Jum’at tanggal 28 
April 2017 terdakwa dengan mulai menebas semak-semak dan rumput 
yang ada di lahan tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 
terdakwa mulai menumpuk rumput yang telah ditebas atau dipotong 
menjadi dua tumpuk. Kemudian tumpukan rumput tersebut didiamkan 
selama satu hari agar tumpukan rumput tersebut menjadi kering. 
Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 WIb. 
Terdakwa membakar tumpukan semak lahan tersebut menggunakan korek 
api jenis pancis Merk Tokai warna biru dan melakukan  pembakaran lahan 
tersebut seorang diri dengan luasnya lahan yang sudah terbakar sekitar 
kurang lebih ½ hektar. 
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 Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor Perkara: 114/PID.B-LH/2018/PN.Pbu 


































Tujuan terdakwa melakukan pembukaan lahan adalah untuk 
membuka lahan agar lahan tersebut digunakan untuk bercocok tanam atau 
kegiatan ladang dan kebun, tetapi tidak memilik izin dari pejabat yang 
berwenang untuk melakukan pembakaran lahan dan akibat perbuatan 




C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Terhadap perbuatan terdakwa Saridah bin Senin, Jaksa Penuntut 
Umum, menggunakan dakwaan sebagai berikut:
4
 
1. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009 
tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang 
berbunyi:   
1) Setiap orang dilarang:  
a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup; 
b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;  
c) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup 
Negara Kesatuan Republik Indonesia;  




 Ibid, 4. 


































d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;  
e) membuang limbah ke media lingkungan hidup;  
f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;  
g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan 
hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan atau izin lingkungan;   
h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;   
i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi 
penyusun amdal; dan/atau  memberikan  informasi palsu, 
menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, 
atau memberikan keterangan yang tidak benar.  
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
memperhatikan dengan sungguhsungguh kearifan lokal di daerah 
masing masing. 
2. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2009  
Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang 
berbunyi: 
“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 


































rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar 
rupiah)”. 
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim 
terhadap terdakwa, Saridah bin Senin sebagai berikut:
5
 
1) Menyatakan terdakwa Saridah bin Senin telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  melakukan 
pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU  No.32 tahun 2009 
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saridah bin Senin berupa 
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya terdakwa 
Saridah bin Senin tetap ditahan. 
3) Menetapkan masa penangkapan  dan penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 
5) Menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) Buah korek jenis pancis berwarna biru tua Merk Tokai. 
 4 (empat) Buah ranting sisa pembkaran lahan berukuran 90 
(sembilan puluh) Cm. 
 Membebankan kepada terdaka Saridah bin Senin untuk 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). 
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Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan seperti di atas 
didasarkan pada keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:
6
 
1) Saksi Joko Sarwano bin Hadi Sumarto, mengamankan terdakwa 
Saridah bin Senin telah melakukan pembakaran lahan dengan bapak 
kapolsek Kota Waringin Lama.
7
 
2) Saksi Elvis Rahail bin Paus Rahail, mendapatkan informasi bahwa 
telah terjadi kebakaran di desa Sagu Sukamulya, kec Kota Waringin 
Lama, kemudian saksi mengamankan terdakwa Saridah bin Senin 
dengan bapak Kapolsek kota tersebut. 
3) Saksi Hasanudin bin Uju, mengetahui bahwa terdakwa Saridah bin 
Senin sekarang bekerja sebagai kepala desa Sagu Sukamulya, 
sedangkan saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan di desa sagu 
sukamulya tersebut dari kapolsek Kotawaringan Lama.
8
 
Di samping keterangan saksi-saksi di atas, Jaksa penuntut umum juga 
telah mengajukan Ahli sebagai berikut: 
1) Ahli Zikri Rachmani, S.T Bin Saiful Anwar, ahli bekerja di dinas 
lingkungan hidup kabupaten Kotawaringan Barat sebagai staf 
pelaksana seksi penegakan hukum lingkungan di bidang penataan 
dan peningkatan lingkungan, bahwa pembakaran lahan adalah 
kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara 
membakar agar lahan tersebut dibersiakan dan biasanya digunakan 
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untuk kegiatan ladang atau kebun, perbuatan pembukaan lahan 
dengan cara membakar dimungkinkan menurunkan kualitas udara 
ambien karena meningkatnya konsertrasi PM10 dan TPS yang 
pada konsentrasi tertentu terhadap terjadinya infeksi saluran 
pernafasan atasa (ISPA) yang langsung mempengaruhi derajat 
kesehatan masyarakat.
9
 Ahli juga menjelaskan jika tujuannya 
membuka lahan dengan cara membakar untuk menanami 
tumbuhan kelapa sawit maka tidak dibenarkan oleh Undang-
undang karena sepengetahuannya  tumbuhan kelapa sawit adalah 
tumbuhan yang berasal dari benua Afrika. 
 
E. Putusan Hakim 
Terhadap terdakwa, Saridah bin Senin , dijatuhi putusan:
10
 
1. Menyatakan terdakwa Saridah bin Senin telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  melakukan 
pembukaan lahan dengan cara membakar . 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saridah bin Senin tersebut oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 
3. Menetapkan masa penangkapan  dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
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 1 (satu) Buah korek jenis pancis berwarna biru tua Merk Tokai. 
 4 (empat) Buah ranting sisa pembkaran lahan berukuran 90 (sembilan 
puluh) Cm. 
6. Membebankan kepada terdaka Saridah bin Senin untuk membayar 
biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). 
 
F. Pertimbangan Hakim 
Putusan hakim terhadap terdakwa, Saridah bin Senin, sebagaimana 
penjelasan diatas, dilatarbelakangi pertimbangan sebagai berikut: 
1) Telah terpenuhi unsur-unsur dengan dakwaan pasal 108:11 
a. Setiap orang. 
Bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah 
setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan 
dapat mempertangung jawabkan perbuatannya. Yang diajukan 
sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang telah 
membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat 
dakwaan.  
Selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi – saksi yang 
telah di peroleh selama dalam persidangan diperoleh fakta dalam 
pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah 
terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama 
persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun 
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rohani dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang 
sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa 
(zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana di 
maksud pasal 44 KUHP terdakwa juga tidak dalam keadaan  
adanya faktor menghapuskan kesalahanya karena pengaruh daya 
paksa (overmact) baik dari orang maupun keadaan tertentu. Baik 
bersifat absolute maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi 
sebagai mana dimaksud pasal 48 KUHP. 
Bahwa terdakwa juga membenarkan serta tidak  keberatan 
dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan. Berdasarkan 
keterangan saksi–saksi yang dihubungkan  satu dengan yang lain 
dan di hubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta 
barang bukti diperoleh kesimpulan, bahwa terdakwa Saridah bin 
Senin adalah terdakwa tindak pidana yang didakwakan. 
b. Telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. 
Maksud dan tujuan melakukan pembukaan lahan dengan 
cara membakar adalah untuk membuka lahan tersebut digunakan 
untuk bercocok tanam atau kegiatan ladang dan kebun yang tidak 
memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pembakaran lahan dan akibat perbuatan tersebut dapat merugikan 
masyarakat disekitar lokasi terjadinya kebakaran hutan karena asap 
dan abu/debu yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat 
menyebabkan terjadinya pencemaran atau polusi udara yang 


































merugikan kesehatan manusia, selain itu tumbuhan dan satwa yang 
ada diareal kawasan yang terbakar dapat musnah ataupun 
kehilangan habitat atau tempat tinggalnya yang nantinya akan 
dapat menganggu keseimbangan ekosistem disekitarnya. 
12
 
Dengan demikian maka unsur telah melakukan pembukaan 
lahan dengan cara membakar ini telah terpenuhi menurut hukum 
atas perbuatanya. 
2) Memperhatikan hal-hal yang memberatkan:13 
a. Perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan hidup. 
3) Memperhatikan hal-hal yang meringankan: 
a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 
b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 
c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 
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ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN 
HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR. 114/Pid.B-LH/2018 
PN.Pbu 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri 
Pangkalan Bun Nomor. 114/Pid.B-LH/2018/PN.Pbu 
Pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 sampai dengan hari Jum’at 
tanggal 28 April 2017 terdakwa dengan mulai menebas semak-semak dan 
rumput yang ada di lahan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 
2017 terdakwa mulai menumpuk rumput yang telah ditebas atau di potong 
menjadi dua tumpuk, kemudian tumpukan rumput tersebut didiamkan 
selama satu hari agar tumpukan rumput tersebut menjadi kering, kemudian 
pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekitar pukul 11.00 WIb. Terdakwa 
membakar tumpukan semak lahan tersebut menggunakan korek api jenis 
pancis Merk Tokai warna biru dan melakukan  pembakaran lahan tersebut 
seorang diri dengan luasnya lahan yang sudah terbakar sekitar kurang 
lebih ½ hektar. 
1
 
Tujuan terdakwa melakukan pembukaan lahan adalah untuk 
membuka lahan agar lahan tersebut digunakan untuk bercocok tanam atau 
kegiatan ladang dan kebun. Tetapi, tidak memilik izin dari pejabat yang 
berwenang untuk melakukan pembakaran lahan dan akibat perbuatan 
tersebut dapat merugikan masyarakat di sekitar lokasi kejadian.. 
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Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor. 
114/Pid.B-LH/2018 PN.Pbu, bahwa terdakwa Saridah bin Senin dalam 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dalam pasal yaitu dalam Pasal 69, 
108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Hakim memutus sebagai 
berikut: Menyatakan terdakwa Saridah bin Senin terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembukaan Lahan 
dengan Cara membakar, menjatuhkan penjara selama 3 (tiga) tahun 
dikurangi lamanya. 
Alasan Majelis hakim memutus perkara tersebut adalah dengan 
mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan 
terdakwa telah merusak lingkungan hidup, dan hal-hal yang meringankan, 
yaitu, terdakwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa 
berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mengakui 
terus terang perbuatannya.. Dalam persidangan juga Majelis hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
pidana, baik sebagai pembenar dan atau alasan pemaaf. 
Di Indonesia, hukum pidana positif belum merumuskan tujuan 
pemidanaan. Tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tatanan yang 
bersifatateoritis. Konsep KUHP menetapkan tujuan pemidanaan pada 
pasal 54, yaitu: 

































1. Pemidanaan bertujuan untuk: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi mengayomi masyarakat. 
b. Memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan 
sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai 
dalam masyarakat dan, 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan 
merendahkan martabat manusia. 
Dalam pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-
undang dilihat dari stelsel pemidanaanya dibagi menjadi tiga yaitu: 
a. Stelsel Alternatif 
Ciri Undang-undang yang stelsel pemidanaan yang alternatif  yaitu 
norma dalam Undang-undang ditandai dengan kata “atau”. Misalnya 
ada norma dalam Undang-undang yang berbunyi “diancam dengan 
pidana penjara atau pidana denda”. Model penjatuhan pidana 
alternatif ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk memilih 
jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. 
Walaupun sanksi dapat dipilih, hakim dalam menentukan pasalnya 
harus mempertimbangkan: 
1) Selalu berorientrasi pada tujuan pemidanaan 

































2) Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang 
lebih ringan, yang sekiranya pidana ringan itu telah memenuhi 
tujuan pemidanaan.  
b. Stelsel Kumulatif 
Stelsel kumulatif ini ditandai dengan cirri khas adanya kata “dan”. 
Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana 
dua-duanya (penjara dan denda). 
c. Stelsel Alternatif Kumulatif 
Berbeda halnya dengan dua stelsel di atas, berdasarkan stelsel 
alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri “dan/atau”. Suatu 
Undang-undang yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan 
hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) 
ataukah kumulatif (menggabungkan).   
Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa hukuman yang 
diberikan oleh Majelis hakim belum tepat karena tidak sesuai dengan 
Undang-undang yang diberlakukan. Karena, jika melihat ancaman 
hukumannya dalam pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 



































Tetapi hakim memutus tidak sesuai dengan ketentuan Undang-
undang, Undang-undang bunyinya kumulatif sedangkan hakim 
menjatuhkan dengan alternatif. 
 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri 
Pangkalan Bun Nomor. 114/Pid.B-LH/2018/PN.Pbu 
Kasus pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Sagu 
Sukamulya Kecamatan Kotawiringan Lama Kabupaten Kotawaringin 
Barat Propinsi Kalimantan Tengah, dilakukan oleh saudara Saridah bin 
Senin yang membakar lahan untuk membuka lahan agar dapat digunakan 
untuk bercocok tanam atau kegiatan ladang dan kebun.
3 
Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap kasus lingkungan 
pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan kejahatan yang 
mengakibatkan pengerusakan lingkungan. Sebelum memutuskan 
seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa Saridah bin Senin harus memenuhi berbagai 
unsur, agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana atau 
termasuk dalam kategori jari>mah. Unsur umum dalam tindak pidana 
dibagi menjadi tiga, yaitu:  
1. Unsur formal, yaitu adanya undang-undang atau nas yang melarang 
perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pada kasus tersebut 
                                                          
2
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
3
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adalah dalam Pasal 69 yang ancaman hukumannya dijelaskan pada 
Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Sedangkan dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam 
surat QS. Al-A’raf Ayat 56: 
يِشَق ًِ َّهنٱ َتَمْحَس َّنِإ اًعَمَطَو اًفْىَخ ُيىُعْدٱَو اَهِحََٰهْصِإ َذْعَب ِضْسَأْنٱ ًِف ۟اوُذِسْفُت اَنو ٌب
َهيِىِسْحُمْنٱ َهِّم 
Artinya: ‚Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-
Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan 
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 
kepada orang-orang yang berbuat baik.‛ 
2. Unsur material, yaitu sifat melawan hukum yang berupa tindakan 
nyata atau tidak berbuat. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur 
material, dalam hukum positif disebut dengan unsur objektif, yaitu 
perilaku yang bersifat melawan hukum. Unsur ini dibuktikan 
dengan tindakan para terdakwa yang melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar. 
3. Unsur moral, yakni pelakunya mukallaf yang artinya orang yang 
dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang 
dilakukanya. Mukallaf disini maksudnya adalah orang yang sudah 
‘a>qil dan ba>ligh. Dalam pertimbangan hakim di persidangan 
Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 

































menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dana atau alasan pemaaf, dari pertimbangan tersebut 
telah jelas bahwa terdakwa telah dianggap mukallaf dan ba>ligh dan 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Sedangkan unsur khususnya adalah terdakwa dalam kasus 
pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa dilengkapi dengan 
dokumen-dokumen bukti legalitas milik Negara yang hanya dimiliki oleh 
tindak pidana tertentu.  
Menurut penulis, hukuman bagi pelaku tindak pidana pembukaan 
lahan dengan cara membakar termasuk tindakan perusakan lingkungan 
yang hukamanya adalah jari>mah ta’zi>r, karena perbuatan tersebut telah 
menyinggung hak Allah dan mengganggu kemaslahatan umum. Bentuk 
hukuman ta`zi>r ditentukan ketentuan kadar hukumnya oleh syara` dan 
untuk penetapan dan pelaksanan hukumannya diserahakan kepada uli> al-
amr (penguasa). 
Yusuf Qardhawi juga menegaskan masalah pelestarian lingkungan 
untuk diterapkanya hukuman sanksi berupa kurungan (ta`zi>r) bagi pelaku 
perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (waliyyul 
amr).4 
Disinilah Hakim dalam kasus ini telah menjatuhi terdakwa dengan 
hukuman stesel/pidana alternatif yaitu penjara selama 3 (tiga) tahun, 
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menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Disinilah menurut penulis, hukuman yang diberikan hakim belum 
sesuai dengan pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 
tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Yang berbunyi:
5
 ‚Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika 
dilihat bentuk stesel pidananya berbentuk kumulatif. 
Sedangkan dalam hukum pidana Islam juga dikenal stesel 
kumulatif, yaitu ciri Undang-undang adanya kata ‚dan‛. Sebagai contoh 
hukuman bagi tindak pidana  zina ghair muhsan (belum menikah) yang 
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Dari beberapa uraian dan analisis diatas penulis, dapat mengambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdakwa Saridah bin Senin telah terbukti melanggar Pasal 108 Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana pertimbangan hakim yang 
mengunakan unsur dari Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, 
dijatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 
Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai, karena, hakim menjatuhkan 
pidana penjara dan pidana denda  dibawah minimal, dari yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia No. 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
2. Dalam perkara ini terdakwa Saridah bin Senin telah terbukti secara sah 
melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar, yang 
bisa dilihat dari pertimbangan hakim yang mengunakan unsur-unsur dari 
Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009. 
Dalam tinjuan Hukum Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak 
pidana pembukaan lahan dengan cara membakar telah terpenuhi maka 
terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa ta’zi<r, karena tindak pidana 
pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditetapkan jenis hukumannya 
dalam al-Qur’an dan al-Hadist. Sedangkan jenis ta’zi<r dalam bentuknya 
diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk 
sanksi yang ringgan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman 

































penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan dan 
bahkan hukuman mati. 
 
B. Saran 
Sejalan dengan kesimpulan di atas dan jawaban saran sebagai berikut: 
1. Untuk penegak hukum terutama hakim yang di berikan kekuasaan untuk 
memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan 
ketentuan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan 
pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pembukaan 
lahan dengan cara membakar. 
2. Kepada para hakim agar lebih teliti dan cermat dalam menangani suatu perkara. 
Dalam proses peradilan tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum, 
karena hukum sebagai pijakan utama dalam memeriksa, mengadili dan memutus 
suatu perkara. 
3. Untuk masyarakat, hendaknya turut serta menjaga lingkungan, khususnya 
kawasan lahan dan hutan terjadinya kebakaran. 
4. Hendaknya antara masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam mengawasi 
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